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ABSTRACT 

 

Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning National Policy and Strategy for 

the Development of e-Government which requires Ministries / State Institutions, Provinces, 

Regencies and Cities in Indonesia to implement e-Government, which is the basis for the 

local government of Kuantan Singingi Regency in improving the quality of services in 

increasing PAD through the tax sector through e-revenue innovation, which is a web-based 

application to improve tax services. The purpose of this study was to determine how the 

application of the online tax system (e-revenue) at the Kuantan Singingi Regency Regional 

Revenue Agency and what factors hinder the application of the Online Tax System (E-

Revenue) at the Kuantan Singingi Regency Regional Revenue Agency. 

The research method used is qualitative method. This type of research is descriptive 

research. The research location is at the Regional Revenue Agency of Kuantan Singingi 

Regency. The type of research data used is primary in the form of data obtained from 

research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. 

This study found that the lack of political will and community involvement causes 

services to remain manual, hindering optimal transformation to e-revenue. Existing 

applications have not been able to provide flexible online services, and electronification of 

transactions has not been well implemented. The implementation of e-revenue in Kuantan 

Singingi Regency also faces significant obstacles, such as the lack of public awareness, the 

lack of significant changes in tax services, the unpreparedness of the Regional Revenue 

Agency in facing the full implementation of this program is a major problem.  
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PENDAHULUAN 

Sejalan dengan perkembangan 

teknologi informasi, penerimaan pajak 

daerah menjadi sumber pendapatan daerah 

yang semakin hari semakin penting. Pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan 

daerah yang memberikan kontribusi 

terbesar bagi daerah. Penerimaan pajak 

daerah ini sangat berperan dalam 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu 

hasil pungutan pajak daerah diharapkan 

semakin meningkat setiap tahunnya. 

Dengan adanya relevansi antara 

pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh 

wajib pajak dengan pelayanan perpajakan 

yang baik agar dapat tercapainya 

kepatuhan pajak atau tax compliance, 

khususnya bagi pajak daerah, hal tersebut 

tidak akan dicapai tanpa adanya 

kemudahan dalam pelayanan, terlebih lagi 

dalam kemudahan administrasi, perlu 

adanya integrasi antara administrasi pajak 

dengan teknologi dan informasi agar dapat 

tercapainya suatu pelayanan pajak yang 

modern dan fleksibel sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi sebelumnya sudah mulai 

mengembangkan konsep e-Government ini 

melalui Program Smart City yang 

diterapkan Kabupaten Kuantan. Sesuai 

Pada UU 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintah Daerah yang menyatakan 

bahwa salah satu pendapatan asli daerah 

adalah Pajak Daerah. Pemerintah memiliki 

hak dalam pemungutan pajak sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah “setiap daerah tidaklah memiliki 

pajak pendapatan daerah bergantung dari 

apa dan bagaimana serta kondisi dari 

potensi daerah tersebut”. Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 10 

Pajak daerah yang menjadi sumber 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), yaitu : 

1. Pajak Hotel,  

2. Pajak Restoran,  

3. Pajak Hiburan,  

4. Pajak Reklame  

5. Pajak Penerangan Jalan,  

6. Pajak Parkir,  

7. Pajak Air Tanah,  

8. Pajak Mineral bukan Logam dan 

Bantuan,  

9. Pajak Bumi dan Bangunan, dan  

10. Bea Perolehan Hak Tanah dan 

Bangunan.(Nauffaldy, M., & 

Akbar, M. (2022).) 

Dari 10 pajak ini, pelayanan 

melalui e-Pendapatan ada 8 pajak dan 2 

diantaranya melalui aplikasi pelayanannya 

tersendiri yang merupakan pengembangan 

dari e-pendapatan yaitu pajak bumi dan 

bangunan serta pajak bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan. Mengacu pada 

Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2011 

tentang Sistem Operasional dan Prosedur 

Pemungutan  Pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan Kabupaten 

Kuantan Singingi sebagai Juknis 

pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah 

mengambil inisiatif untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan 

pajak. Mereka meluncurkan terobosan 

dengan mengimplementasikan konsep e-

Government dalam sistem pajak, dikenal 

dengan nama e-Pendapatan. Langkah ini 

diharapkan dapat membawa perubahan 

positif dalam pelayanan pajak, 

memanfaatkan teknologi untuk 

memberikan kemudahan dan efisiensi 

kepada masyarakat. 

Selain itu, saat ini belum semua 

wajib pajak bisa memahami mengenai 

mekanisme pelayanan pajak yang dipakai, 

misalnya dikarenakan wajib pajak masih 

menganggap bahwa dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pelaporan SPT sangat membingungkan 

dan menyulitkan bagi mereka. Oleh karena 

itu, perlu adanya langkah-langkah strategis 

untuk memaksimalkan penerimaan pajak 

mengingat begitu pentingnya peranan 

pajak bagi masayarakat. 

Berkenaan dengan aplikasi e-

Pendapatan, Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Kuantan Singingi,menyatakan 

aplikasi ini bisa mempermudah segala 
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urusan pembayaran pajak. "Aplikasi ini 

memutus sistem transaksi tatap muka antar 

wajib pajak dengan pegawai yang kerap 

menjadi celah pungli, Untuk saat ini, e-

Pendapatan dapat dilaksanakan secara 

office assesment dengan datang ke Badan 

Pendapatan Daerah Kuantan Singingi atau 

self assesment dengan mengisi sendiri di 

aplikasi tersebut. Ke depan, yang akan 

dikembangkan terhadap aplikasi ini adalah 

by android," tambah Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. "Biasanya masyarakat malas 

datang ke kantor untuk bayar pajak. 

Sekarang, ada aplikasi e-Pendapatan. Jadi, 

mari sama-sama manfaatkan dengan cara 

membayar pajak," tutup Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. Demi meningkatkan kemudahan 

dan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan SPTPD dan meminimalisir 

kontak antara petugas dan wajib pajak, 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi menyediakan fasilitas 

pelaporan SPTPD secara online kepada 

wajib pajak. Sistem tersebut telah 

dilaksanakan semenjak tahun 2019 sampai 

sekarang, dengan mengakses www.e-

pendapatan.kuansing.go.id dapat 

melaporkan SPTPD-nya kapan saja dan 

dimana saja.  

 
Gambar 1. 1 Tampilan halaman login e-

Pendapatan 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa 

halaman masuk di e-Pendapatan dirancang 

untuk diakses oleh setiap warga dengan 

memasukkan username dan password 

pengguna. Jika seseorang belum memiliki 

akun, proses pendaftaran dapat dilakukan 

melalui aplikasi dengan mengakses fitur 

pendaftaran yang tersedia di halaman 

masuk e-Pendapatan. Namun, dalam 

praktiknya, akses untuk login dan 

mendaftar di aplikasi e-Pendapatan belum 

berjalan secara optimal atau bahkan tidak 

dapat digunakan oleh masyarakat umum. 

Terdapat kendala dimana hanya 10 

pengguna atau akun yang dapat login di e-

Pendapatan, dan ini terbatas hanya untuk 

pihak Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi saja. 

Diperlukan perbaikan dan optimalisasi 

sistem agar aplikasi ini dapat benar-benar 

memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat, sesuai dengan tujuan 

awalnya.. Hal ini dapat di lihat dari 

tampilan aplikasi tersebut sebagai berikut: 

 
Gambar 1. 2 Tampilan halaman e-

Pendapatan   

Dari gambar di atas 

mengindikasikan bahwa beranda e-

Pendapatan saat ini hanya berisi informasi 

yang ditujukan untuk Badan Pendapatan 

Daerah Kuantan Singingi. Situasi ini 

menunjukkan bahwa e-Pendapatan belum 

sepenuhnya memberikan kemudahan 

kepada wajib pajak untuk mengakses 

layanan pelaporan pajak secara online atau 

melakukan pembayaran secara elektronik. 

Padahal, tujuan utama dari peluncuran 

aplikasi ini seharusnya adalah memberikan 

akses yang lebih mudah dan efisien kepada 

wajib pajak. Diperlukan peninjauan dan 

perbaikan pada tata letak dan fungsi 

beranda e-Pendapatan untuk memastikan 

bahwa aplikasi ini dapat memberikan 

layanan sesuai dengan harapan dan 

tujuannya. 

Meskipun Aplikasi e-Pendapatan 

telah diluncurkan selama tiga tahun 

terakhir, Hingga saat ini, belum terdapat 
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implementasi elektronifikasi transaksi 

secara langsung bagi masyarakat melalui 

aplikasi e-Pendapatan. Meskipun aplikasi 

ini telah diperkenalkan, namun belum ada 

kemudahan yang diberikan kepada 

masyarakat untuk melakukan transaksi 

secara elektronik dalam konteks 

pembayaran pajak. Kondisi ini 

mencerminkan adanya kesenjangan antara 

tujuan utama e-Pendapatan, yaitu 

memberikan kemudahan dan efisiensi 

melalui elektronifikasi transaksi, dengan 

realitas implementasinya yang belum 

sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan 

dan harapan masyarakat. Diperlukan upaya 

lebih lanjut untuk menyelaraskan aplikasi 

ini dengan konsep penuh dari 

elektronifikasi transaksi agar dapat 

memberikan manfaat yang optimal kepada 

masyarakat dalam proses pembayaran 

pajak secara online. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dijelaskan, penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan sistem pajak 

online (e-Pendapatan) di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi 2019-2021”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

Sistem Pajak Online (E-Pendapatan) di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi, serta untuk mengetahui 

faktor yang menghambat penerapan Sistem 

Pajak Online (E-Pendapatan) di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi sehingga belum optimal 

difungsikan 

 

Kajian Teori 

E-Government 

Menurut Indrajit (2006:4) 

mengatakan bahwa e-government adalah 

upaya pemerintah dalam penggunaan 

teknologi untuk memberikan kemudahan 

akses bagi orang lain dan pelayanan 

informasi pemerintah, demi meningkatkan 

taraf pelayanan agar lebih baik dan 

memberikan akses yang lebih besar untuk 

masyarakat berpartisipasi dalam 

demokrasi. 

Menurut (Aprianty,2016) e-

Government adalah sebuah penggunaan 

teknologi informasi secara elektronis 

melalui Wide Area Network, Internet dan 

mobile computing dalam ruang lingkup 

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak 

terbatas tempat dan waktu guna 

mengoptimalisasikan proses pelayanan 

publik yang efisien, transparan, dan 

efektif. 

Secara keseluruhan e-Governemnt 

diartikan sebagai sebuah pengembangan 

penyelenggaraan pemerintahan agar lebih 

optimal dengan memanfaatkan 

perkembangan zaman terutama dalam 

penggunaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

Penerapan E-government 

diharapkan dapat mewujudkan praktek 

pemerintahan yang lebih efisien dan 

efektif dalam proses pelaksanaan 

pelayanan publik. Sehingga pelayanan 

yang diharapkan dapat lebih meningkatkan 

pelayanan publik, dengan di perluas nya 

akses publik untuk memperoleh informasi. 

Selanjutnya dengan penerapan E-

government tersebut, maka terbentuknya 

asas akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi publik yang tinggi terhadap 

pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa 

penerapan E- government mampu 

meningkatkan makna pelayanan institusi 

pemerintah yang dapat mengurangi kerja 

birokrasi secara efisien dan akhirnya 

pelayanan yang efisien, efektif, ekonomis 

dan berkeadilan bagi masyarakat secara 

luas.(Hardjaloka, 2014) 

Menurut (Indrajit, 2016) 

berdasarkan hasil kajian dan riset dari 

Harvard JFK School of Government, 

untuk implementasi konsep-konsep 

digitalisasi pada sektor publik, ada tiga 

elemen sukses yang harus dimiliki dan 

diperhatikan sungguh-sungguh. Yaitu 

adanya: Support, Capacity, dan Value. 

1. Elemen support 

Elemen pertama yang harus 

dimiliki dalam penerapan konsep e-

Government adalah support (dukungan) 

yaitu keinginan atau kemauan dari setiap 



JOM FISIP Vol. 11: Edisi I Januari - Juni 2024 Page 5 
   
 

kalangan pejabat publik dan politik untuk 

benar benar menerapkan konsep ini. Tanpa 

adanya political will (keinginan politis) 

maka akan mempengaruhi keseluruhan 

proses pengembangan e-Government. 

2. Elemen capacity 

Element Capacity adalah adanya 

unsur kemampuan atau keberdayaan dari 

pemerintah setempat dalam mewujudkan 

impian e-Government terkait menjadi 

kenyataan. Ada tiga hal yang harus 

dimiliki oleh pemerintah sehubungan 

dengan elemen ini, yaitu :  

- Ketersediaan sumber daya 

yang cukup untuk 

melaksanakan berbagi 

inisiatif e-Government 

terutama yang berkaitan 

dengan sumber daya 

finansial;  

- Ketersediaan infrastruktur 

teknologi informasi yang 

memadai karena fasilitas ini 

merupakan 50% dari kunci 

keberhasilan penerapan 

konsep e-Government;  

- Ketersediaan sumber daya 

manusia yang memiliki 

kompetensi dan keahlian 

3. Elemen value (manfaat) 

Elemen yang pertama dan kedua 

merupakan pihak yang memberikan jasa. 

Dan elemen yang ketiga adalah yang 

mendapatkan keuntungan atau manfaat 

dari adanya e-Government ini. 

Pengembangan e-Gov akan menjadi 

percuma jika tidak ada pihak yang 

diuntungkan, maknanya pengembangan e-

Government hendaklah sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah dengan metode 

kualitatif.  

Sesuai dengan permasalahan yang 

dikaji, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif yang dapat diartikan 

sebagai suatu proses pemecahan masalah 

yang di selidiki dengan melukiskan 

keadaan subjek penelitian yang 

berdasarkan teori-teori yang ada. Tujuan 

dari penelitian deskriptif adalah untuk 

membuat gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan 

di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Sumber data pada penelitian ini 

penelitian ini menggabungkan data primer 

dan sekunder untuk menyajikan 

pemahaman holistik mengenai peran dan 

tantangan e-pendapatan dalam konteks 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Program E-Pendapatan di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

Penerapan electronic government 

(e-government) pada Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi sebagai bentuk upaya dalam  

Pemberian Pelayanan di Kabupaten 

Kuantan Singingi  yang bertujuan  untuk 

mengetahui dan mendiskripsikan 

keberhasilan dari penerapan electronic  

government (e-government) tersebut pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi dalam upaya pemberian 

pelayanan yang dibutuhkan masyarakat 

dalam pengurusan pajaknya serta 

menganalisis kendala-kendala yang ada 

dalam proses penerapan electronic 

government (e-government). Sistem Pajak 

Online (e-pendapatan) sebuah aplikasi 

yang berbasis web dan diharapkan 

memberikan kemudahan dalam pelayanan 

pajak di kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. Sistem e-

pendapatan berfungsi dalam pelayanan dan 

pengelolahan pajak di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

Program e-pendapatan merupakan 

sebuah terobosan baru dalam upaya 

inovasi pelayanan pajak di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. Standar dari program ini yaitu 

dapat terciptanya efektivitas dalam 
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pelayanan pajak. Dengan adanya aplikasi 

ini dapat mempermudah masyarakat tanpa 

harus datang langsung ke kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi itu sendiri dan tentunya 

diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan daerah melalui sektor pajak. 

Untuk tercapainya standar dari program ini 

perlu diketahui indikator salah satu fungsi 

dari Badan Pendapatan Daerah adalah 

Perumusan Kebijakan Teknis dibidang 

Pendapatan Daerah. Peraturan Bupati 

Kuantan Singingi No 32 Tahun 2009 

mengatakan bahwa Badan Pendapatan 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah selaku 

Koordinator dibidang Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah dan bekerja sama 

dengan satuan Kerja Perangkat daerah 

lainya dalam menyusun dan menetapkan 

target Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

1. Support 

Elemen yang harus dimiliki di dalam 

penerapan e-Government yang 

pertama adalah support atau 

dukungan di dalam penerapan 

konsep e-Government ini. Tanpa 

adanya dukungan dari berbagai 

kalangan akan menghambat 

perkembangan atau suksesnya dari 

sebuah program e-Government. 

Adapun beberapa dukungan 

dukungan tersebut sebagai berikut: 

a. Kesepakatan terhadap struktur e-

Government 

Dapat diketahui bahwa 

pemerintah bukan hanya sekedar 

menerbitkan sebuah program 

inovatif akan tetapi juga 

memberikan dukungan penuh 

terhadap sasaran yang 

menggunakan pelayanan 

program e-pendapatan ini di 

lapangan. Adanya dukungan ini, 

telah melakukan berbagai 

peningkatan dalam program e-

pendapatan ini seperti 

melakukan kerja sama dengan 

pihak bank untuk mempermudah 

pembayaran pajak.  

Pemerintah juga memfasilitasi 

program ini atau hal yang sangat 

penting dalam penerapan konsep 

e-Government ini yaitu 

teknologi. Maka dapat dinilai 

bahwa support atau dukungan 

pemerintah adalah salah satu 

aspek penting keberhasilan dari 

program e-pendapatan ini. 

Keinginan atau kepedulian dari 

berbagai pihak tentu akan 

menjadi sebuah triggered 

berhasilnya program e-

pendapatan ini. 

b. Dibangunnya Suprastruktur 

Dukungan pemerintah dalam 

program e-Pendapatan perlu 

diikat oleh landasan hukum 

yang jelas. Meskipun 

pemahaman tersebut diakui 

sebagai prinsip penting, 

terungkap bahwa saat ini belum 

ada regulasi khusus yang 

mengatur program e-Pendapatan 

tersebut. 

Ketidakadanya regulasi khusus 

tentang program e-Pendapatan 

di daerah dapat menjadi 

hambatan dalam menjalankan 

program ini secara optimal. 

Regulasi yang jelas akan 

memberikan arahan yang lebih 

konkret tentang aspek-aspek 

seperti perizinan, keamanan 

data, hak dan kewajiban pihak 

terkait, serta prosedur pelaporan 

yang harus diikuti oleh Badan 

Pendapatan Daerah. 

c. Sosialisasi Program E-

Pendapatan 

Adanya sosialisasi ini dapat 

meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dengan perubahan 

yang terjadi. Komunikasi 

merupakan sebuah aspek 

penting agar program dapat 

berjalan dengan lancar dan 

menjadi salah satu aspek yang 

menunjang keberhasilan sebuah 

program kedepannya. Tak hanya 
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itu, pihak Badan Pendapatan 

Daerah juga memanfaatkan 

sosial media di dalam 

pengenalan program e 

pendapatan ini. 

Meskipun Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi telah melaksanakan 

sosialisasi mengenai program e-

Pendapatan, keberhasilan 

implementasi masih dihadapkan 

pada tantangan kurangnya 

intensitas sosialisasi yang 

menyebabkan sejumlah besar 

masyarakat belum memahami 

secara menyeluruh mengenai 

program ini. Kurangnya 

pengetahuan masyarakat 

mengenai potensi dan manfaat 

e-Pendapatan dapat dilihat 

sebagai dampak langsung dari 

kurangnya kegiatan sosialisasi 

yang merinci secara 

komprehensif kebijakan, tujuan, 

serta langkah-langkah praktis 

yang diperlukan untuk 

partisipasi masyarakat dalam 

program ini. 

Sosialisasi yang intensif menjadi 

kunci untuk memastikan bahwa 

seluruh lapisan masyarakat 

dapat memahami dengan baik 

esensi dan implikasi program e-

Pendapatan. Diperlukan upaya 

lebih lanjut dalam 

mengembangkan kampanye 

informasi yang mencakup 

berbagai saluran komunikasi, 

seperti media massa, pertemuan 

publik, dan platform online. 

Melalui pendekatan yang 

holistik dan menyeluruh, Badan 

Pendapatan Daerah dapat 

memastikan bahwa setiap 

rincian program e-Pendapatan 

disampaikan dengan jelas 

kepada masyarakat. 

Selain itu, Badan Pendapatan 

Daerah harus fokus pada 

keberlanjutan sosialisasi, 

menyelenggarakan sesi-sesi 

pelatihan terkait program e-

Pendapatan secara 

berkesinambungan untuk 

memastikan pemahaman yang 

mendalam. Dengan memberikan 

kesempatan bagi masyarakat 

untuk berinteraksi langsung, 

mengajukan pertanyaan, dan 

mendapatkan pemahaman yang 

praktis, intensitas sosialisasi 

dapat ditingkatkan, menciptakan 

landasan yang kuat untuk adopsi 

dan partisipasi yang lebih baik. 

2. Capacity (Kapasitas) 

Dalam upaya mengembangkan e-

Government di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi diwujudkan 

melalui tiga hal minimum yang 

paling tidak harus dimiliki 

pemerintah sehubungan dengan 

Faktor keberhasilan ini yakni: 

a. Ketersediaan Sumber Finansial 

Sumber daya finansial untuk 

mendukung implementasi 

program e-Pendapatan di 

Kabupaten Kuantan Singingi 

sudah tersedia secara khusus. 

Sekretaris Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi mengungkapkan bahwa 

Pemerintah Daerah telah 

mengalokasikan dana atau 

anggaran yang memadai dari 

APBD melalui DPA Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi untuk 

melaksanakan program e-

Pendapatan. Dukungan finansial 

ini mencakup berbagai aspek, 

seperti pengembangan 

infrastruktur teknologi, pelatihan 

karyawan, pengadaan perangkat 

lunak, dan kebutuhan finansial 

lainnya yang mendukung 

kelancaran implementasi 

program tersebut. 

Ketersediaan sumber daya 

finansial tersebut diharapkan 



JOM FISIP Vol. 11: Edisi I Januari - Juni 2024 Page 8 
   
 

menjadi landasan yang kuat bagi 

keberlanjutan dan keberhasilan 

program e-Pendapatan. 

Dukungan finansial yang 

memadai menciptakan 

kesempatan untuk 

mengoptimalkan teknologi, 

meningkatkan kualitas layanan, 

dan merangsang adopsi 

masyarakat terhadap inovasi 

dalam pelayanan pajak. 

b. Ketersediaan Infrastruktur 

Infrastruktur untuk mendukung 

implementasi program e-

Pendapatan telah disiapkan 

secara baik. Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi telah menetapkan garis 

besar infrastruktur yang 

mencakup komputer, laptop, dan 

koneksi internet sebagai elemen-

elemen kunci yang diperlukan. 

Keberhasilan program e-

Pendapatan sangat tergantung 

pada infrastruktur teknologi 

yang solid, dan dengan 

menyediakan perangkat keras 

dan konektivitas internet, Badan 

Pendapatan Daerah telah 

menciptakan fondasi yang kuat 

untuk melaksanakan inisiatif 

digital ini. Selain itu, 

keberadaan server sendiri yang 

terintegrasikan dengan pihak 

bank menunjukkan langkah 

proaktif dalam membangun 

infrastruktur yang handal untuk 

mendukung berbagai transaksi 

dan layanan terkait pendapatan. 

Ketersediaan infrastruktur ini 

memberikan indikasi bahwa 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi 

telah melakukan investasi yang 

signifikan untuk memastikan 

kelancaran dan keamanan 

pelaksanaan program e-

Pendapatan. Dengan memiliki 

server sendiri yang 

terintegrasikan dengan pihak 

bank, kemungkinan besar akan 

meningkatkan efisiensi dalam 

pengelolaan data, kecepatan 

dalam pelaksanaan transaksi, 

dan keamanan dalam 

pengelolaan informasi 

keuangan. 

Namun, seiring dengan kesiapan 

infrastruktur, kesimpulan ini 

harus dilihat sebagai satu aspek 

dari implementasi program e-

Pendapatan yang sukses. 

Langkah selanjutnya akan 

menjadi penekanan pada 

sosialisasi yang intensif, 

pelibatan masyarakat yang lebih 

luas, dan pemastian bahwa staf 

terlatih dengan baik untuk 

memaksimalkan potensi 

infrastruktur yang telah tersedia. 

Sementara fondasi teknologi 

sudah solid, tantangan 

berikutnya adalah bagaimana 

mengoptimalkan penggunaan 

infrastruktur ini agar dapat 

memberikan dampak maksimal 

pada keberhasilan program e-

Pendapatan di Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

c. Ketersediaan Sumber Daya 

Manusia 

Sebuah program yang berbasis 

e-Government tidak terlepas dari 

sumber daya manusia yang 

memiliki skills atau kompeten di 

bidang it mengingat program ini 

agar dapat berjalan dengan 

lancar memerlukan pengetahuan 

yang memadai dalam 

pemanfaatan teknologi. Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi memerlukan 

sumber daya manusia yang 

dapat mengoperasikan atau 

mengetahui teknologi dengan 

baik agar dapat menginput data 

atau rekapitulasi data wajib 

pajak dapat terstruktur dengan 

baik sehingga program ini bisa 

berjalan dengan lancar. 
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3. Value (Manfaat) 

Meskipun Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi telah 

mengalami manfaat yang signifikan 

dari program e-Pendapatan dalam 

meningkatkan efektivitas pelayanan 

pajak yang sebelumnya dilakukan 

secara manual, terdapat 

ketidakseimbangan dalam persepsi 

manfaat antara Badan Pendapatan 

Daerah dan masyarakat. Meski 

Badan Pendapatan Daerah dapat 

merasakan dampak positif, 

masyarakat belum sepenuhnya 

merasakan secara optimal manfaat 

dari program ini. Sebaliknya, 

masyarakat masih dihadapkan pada 

keharusan datang ke kantor secara 

langsung untuk mendapatkan 

layanan pajak, meskipun program e-

Pendapatan telah diterapkan. 

Beberapa aspek yang dapat 

menjelaskan ketidakseimbangan ini 

melibatkan: 

a. Keterbatasan Aksesibilitas 

Teknologi: Masyarakat 

menghadapi kendala dalam 

aksesibilitas teknologi yang 

diperlukan untuk menggunakan 

layanan e-Pendapatan secara 

optimal. Jika sebagian besar 

warga belum memiliki akses ke 

perangkat atau koneksi internet, 

mereka mungkin tetap 

mengandalkan layanan face-to-

face sebagai satu-satunya opsi 

yang dapat diakses. 

b. Kurangnya Sosialisasi dan 

Edukasi: Persepsi masyarakat 

tentang manfaat program e-

Pendapatan dipengaruhi oleh 

kurangnya sosialisasi dan 

edukasi. Jika informasi yang 

memadai tidak disampaikan 

kepada masyarakat mengenai 

cara menggunakan program, 

manfaatnya, dan keuntungan 

lainnya, mereka mungkin 

enggan atau tidak menyadari 

cara memanfaatkannya. 

c. Perubahan Kebiasaan 

Masyarakat: Adopsi teknologi 

memerlukan perubahan 

kebiasaan masyarakat. Jika 

masyarakat sudah terbiasa 

dengan sistem konvensional, 

mereka mungkin enggan beralih 

ke layanan elektronik, terutama 

jika mereka tidak melihat 

keuntungan langsung atau 

merasakan kendala dalam 

menggunakan platform tersebut. 

d. Kesenjangan Pemahaman 

tentang Proses e-Pendapatan: 

Masyarakat juga mengalami 

kesenjangan pemahaman 

tentang proses e-Pendapatan. 

Jika mereka tidak memahami 

dengan jelas langkah-langkah 

yang harus diambil atau manfaat 

yang dapat diperoleh melalui 

program ini, mereka mungkin 

lebih memilih untuk tetap 

menggunakan layanan 

konvensional. 

Dalam mengatasi ketidakseimbangan 

ini, penting untuk memperkuat 

upaya sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat. Badan Pendapatan 

Daerah dapat memberikan pelatihan, 

menyelenggarakan kampanye 

informasi, dan menggandeng pihak-

pihak terkait untuk memastikan 

bahwa masyarakat memiliki 

pemahaman yang baik tentang cara 

menggunakan dan memanfaatkan 

program e-Pendapatan. Seiring 

waktu, dengan pendekatan yang 

holistik, diharapkan masyarakat 

dapat lebih merasakan dan 

mengadopsi secara optimal manfaat 

dari transformasi layanan pajak ini. 

 

Faktor Penghambat Penerapan 

Program E-Pendapatan 

1. Kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang pelayanan 

pajak melalui program e-

pendapatan 
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Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aplikasi sudah siap untuk 

penerapan pelayanan pajak secara 

online akan tetapi masyarakat 

sebagai penggunanya belum siap 

tak hanya dari segi teknis akan 

tetapi juga berdasarkan 

pemahaman akan pajak. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan 

peningkatan kualitas pengetahuan 

masyarakat akan e-Goverment 

terutama dalam program e-

pendapatan yang diterapkan oleh 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi.  

Kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang program e-

Pendapatan dapat menjadi 

hambatan serius dalam mencapai 

tujuan pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi dalam 

meningkatkan efisiensi dan 

keterbukaan dalam pengelolaan 

pajak. Sebagian besar masyarakat 

mungkin belum memahami 

sepenuhnya manfaat dan prosedur 

yang terlibat dalam program ini. 

2. Sumber Daya Manusia 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi program e-

Pendapatan dihambat oleh masalah 

SDM yang rendah dan seringnya 

terjadi miskomunikasi antar 

pegawai. Dalam konteks ini, 

terlihat bahwa jumlah tenaga IT 

yang terlibat hanya dua orang, yang 

mungkin menyebabkan beban kerja 

yang tidak proporsional dengan 

skala program. Kurangnya 

dukungan SDM, terutama di 

bidang IT, dapat memperlambat 

proses pengimplementasian dan 

pemeliharaan program. 

Tidak hanya itu, miskomunikasi di 

antara pegawai dapat menciptakan 

ketidakjelasan peran dan tanggung 

jawab, meningkatkan risiko 

kesalahan, dan mengurangi 

efisiensi operasional. Oleh karena 

itu, diperlukan perhatian khusus 

dalam meningkatkan koordinasi, 

komunikasi internal, dan 

pembinaan pegawai untuk 

mengatasi masalah ini. 

Dengan hanya dua orang tenaga IT, 

perlu dipertimbangkan 

penambahan sumber daya manusia 

atau redistribusi tanggung jawab 

agar implementasi program e-

Pendapatan dapat berjalan lebih 

mulus. Peningkatan komunikasi 

internal dan pemahaman yang lebih 

baik tentang peran masing-masing 

pegawai juga perlu ditekankan 

untuk mengoptimalkan kinerja tim 

dan mendukung kesuksesan 

program secara keseluruhan. 

3. Partisipasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, diketahui bahwa masih 

kurangnya pengembangan dari e-

Government dalam program e-

pendapatan membuat apatisnya 

masyarakat dalam perkembangan 

teknologi khususnya penerapan e-

Government dalam program e-

pendapatan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. Namun 

demikian sikap apatis masyarakat 

tersebut dikarenakan pihak dari 

kantor yang masih kurang dalam 

melakukan sosialisasi maupun 

melakukan pengembangan 

terhadap program e-pendapatan 

dan juga minimnya  edukasi atauu 

sosialisasi secara khusus mengenai 

e-Government dalam program e-

pendapatan kepada masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari pembahasan dan 

serangkaian hasil analisis penelitian yang 

dilakukan peneliti terkait penerapan e-

Government dalam program e-Pendapatan 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara keseluruhan, meskipun 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi telah 

memberikan dukungan yang cukup 
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baik dalam pengembangan e-

Government, terdapat beberapa 

kendala dalam implementasinya. 

Kurangnya political will dan 

keterlibatan masyarakat 

menyebabkan pelayanan masih 

bersifat manual, menghambat 

transformasi menuju e-pendapatan 

yang optimal. Meskipun kapasitas 

finansial, infrastruktur, dan sumber 

daya manusia sudah ada, masih 

terdapat hambatan dalam nilai yang 

diterima oleh masyarakat. Aplikasi 

yang sudah ada belum mampu 

memberikan pelayanan online yang 

fleksibel, dan elektronifikasi 

transaksi belum terimplementasi 

dengan baik. Oleh karena itu, 

diperlukan perhatian lebih lanjut 

untuk meningkatkan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat dari 

program e-pendapatan ini, dengan 

fokus pada peningkatan 

keterlibatan masyarakat, 

fleksibilitas pelayanan, dan 

optimalisasi elektronifikasi 

transaksi. 

2. Penerapan program e-pendapatan 

di Kabupaten Kuantan Singingi 

masih menghadapi sejumlah 

hambatan yang signifikan. Salah 

satu permasalahan utama adalah 

minimnya kesadaran masyarakat 

terhadap keberadaan program ini, 

yang disebabkan oleh kurangnya 

perubahan yang signifikan dalam 

pelayanan pajak setelah 

diterapkannya e-pendapatan. Selain 

itu, faktor sumber daya manusia 

dan political will dari Badan 

Pendapatan Daerah menjadi 

penghambat utama. Terdapat 

ketidaksiapan dari pihak Badan 

Pendapatan Daerah untuk 

menghadapi penerapan penuh 

program ini, dengan kekhawatiran 

terkait kemacetan pajak dan 

kurangnya kesiapan dalam 

melibatkan partisipasi masyarakat. 

 

SARAN 

1. Perkuat Political Will dan Sosialisasi: 

Mendorong Komitmen Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi terhadap e-

pendapatan, pentingnya memberikan 

dukungan sepenuh hati dari Badan 

Pendapatan Daerah untuk memastikan 

keberhasilan program e-pendapatan. 

Ini melibatkan perluasan pandangan 

dan komitmen penuh terhadap 

transformasi digital sebagai bagian 

integral dari operasi harian Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

Intensifkan Sosialisasi Manfaat 

Program kepada Masyarakat, 

Menyoroti manfaat konkrit yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat dari 

penerapan e-pendapatan. Sosialisasi 

yang intensif perlu merinci bagaimana 

program ini dapat meningkatkan 

kenyamanan, kecepatan, dan 

transparansi dalam proses pembayaran 

pajak, serta dampak positifnya 

terhadap pelayanan publik secara 

keseluruhan. 

2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat 

dan Elektronifikasi Transaksi: 

Buat Forum Partisipatif untuk 

Masukan Masyarakat, pembentukan 

forum partisipatif adalah upaya untuk 

menciptakan ruang dialog antara 

pemerintah dan masyarakat. Forum ini 

bertujuan untuk mendengarkan 

langsung masukan, kekhawatiran, dan 

ide dari masyarakat terkait 

implementasi e-pendapatan. 

Pastikan Efisiensi dan Keamanan 

Elektronifikasi Transaksi, fokus pada 

dua aspek kunci, yaitu efisiensi dan 

keamanan transaksi elektronik. 

Penekanan pada efisiensi bertujuan 

untuk memastikan bahwa proses 

pembayaran menggunakan e-

pendapatan lebih cepat dan lebih 

mudah. Sementara itu, peningkatan 

keamanan bertujuan untuk mengatasi 

kekhawatiran terkait privasi dan 

keamanan data dalam transaksi 
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elektronik. Perlu diingat bahwa 

keberhasilan program ini sangat 

tergantung pada tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap keamanan 

transaksi elektroniknya. 
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